
 

 
 

GUBERNUR PAPUA 
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA 

 

NOMOR   67  TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi 

Papua Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua 
Tahun Anggaran 2014, perlu diatur mengenai penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah yang memuat rincian lebih lanjut dari 
pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom 

di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  

3. Undang-Undang Nomor  21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

 
4. Undang-Undang ......../2 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4884); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);   

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 
2014 Nomor 1);  

28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi 
Papua Tahun 2014 Nomor 4); 

29. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 

Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 1); 

30. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 (Berita 

Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 26); 

31.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4752 Tahun 2015 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Aggaran 2014 dan 
Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN  BELANJA DAERAH TAHUN  ANGGARAN 2014. 
 

Pasal  1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp     905.391.684.818,00 

b. Pendapatan Transfer Rp  2.643.812.996.686,00 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp  7.160.614.268.023,00    

 Jumlah Pendapatan  Rp10.709.818.949.527,00 

2. Belanja   

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai  Rp    940.659.446.469,00 

2) Belanja Barang Rp 1.998.521.177.884,00 

3) Belanja Hibah Rp    732.224.237.800,00 

4) Belanja Bantuan Sosial Rp     88.453.791.800,00                         

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 4.562.248.918.738,00        

  Jumlah Belanja Operasi  Rp 8.322.107.572.691,00 

 

b. Belanja Modal 

1) Belanja Tanah  Rp      12.328.862.000,00 

2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp    169.940.282.777,00  

3) Belanja Bangunan dan Gedung  Rp    237.638.944.963,00 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.208.493.483.673,00  

5) Belanja Asset Tetap Lainnya  Rp      60.901.219.200,00 

Jumlah Belanja Modal   Rp 1.689.302.792.613,00 

 
c. Belanja Tak Terduga 

Belanja Tak Terduga  Rp     11.595.345.000,00 

 
d. Transfer 

Transfer Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota/Desa  Rp    280.781.136.077,00 

Jumlah Belanja Rp10.303.786.846.381,00 

Surplus  Rp     406.032.103.146,00  

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp   833.202.864.110,00                  

b. Pengeluaran Rp   183.370.419.007,00                   

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp   649.832.445.103,00                            

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp 1.055.864.548.249,00 
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Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 3 

  
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 
     

Ditetapkan di  Jayapura 
pada tanggal  18 Agustus 2015                       

              

GUBERNUR PAPUA, 
CAP/TTD 

LUKAS ENEMBE, SIP, MH 

 
Diundangkan di Jayapura 

pada tanggal 19 Agustus 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
               CAP/TTD 

   T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR  67 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 
Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH 

 


